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ABSTRAK

Intan  prawesti’222010211/2014 analisis potensi pajuk reklame dan kontribusinva  terhadap
penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI/Perpajakan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar potensi pajak reklame dan berapa besar
konstribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak reklame dan konstribusinya terhadap
penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daecrah Kabupaten OKI.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, data yang digunakan penelitian ini adalah data
primer dan skunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Metode analisis
data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menganalisis dan menjelaskan dalam
meningkatkan potensi pajak reklame dan konstribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada
dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.

Kata Kunci : potensi pajak reklame
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ABSTRACT

The potential analvsis of advertisement tax and its contribution to the local tax revenue in
Kabupaten OKI

The formulation of the problem in this study was how the potential of advertisement tax is and its
contribution to local tax revenues in local revenue offices in Kabupaten OK[ The objective if this
Study was to find the potential advertisement tax and contribution to the local tax revenue in
Kabupaten OKI

This study was a descriptive study: it used primary and secondary data. In collecting the data, the
writer did documentation and interviews. Data analysis method used was qualitative method o
analyze and explain the increasing potential of advertisement tax and conmtribution to local tax
revenues in local revenue offices OKI.

Keywords = advertisement tax potential

xii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah di
tuntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Pembanguna asli
daerah dapat terlaksana dengan baik, benar dan berkesinambungan apabila
disertai dengan pendanaan yang cukup memadai. Sumber dana untuk membiayai
pembangunan daerah tersebut, diperoleh dari pajak daerah dan bantuan
pemerintah pusat atau subsidi dalam bentuk dana penggunaan. Setelah
pemberlakuan undang-undang otonomi daerah subsidi dari pemerintah pusat
menjadi kurang perannya. Hal mi menyebabkan pemerintah harus berusaha
seoptimal mungkin untuk meningkatkan penemrimaan dana berasal dari pajak
daerah.

Pemerintah daerah dituntut agar dapat bersifat proaktif dalam
meningkatkan penerimaan keuangan daerah dengan menggali potensi yang ada
di daerah. Pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan seoptimal
mungkin dalam menggali sumber dana yang potensial sebagai pendapatan ash
daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan
masyarakat.

Apabila pelayanar  publik dengan pajak harus membayar tanpa
memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa public tersebut atau

1



(o)

tidak. Hal tersebut karna pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang
tidak memiliki jasa timbal balik terhadap individual yang secara langsung dapat
dinikmati oleh pembayar pajak. Pelayanan public yang dibiayai melalui
pembebanan langsung, maka yang membayar adalah mereka yang memanfaatkan
jasa pelayanan publik tersebut, sedangkan yang tidak menggunakan pelayanan
publik tidak diwajibkan untuk membayar pajak.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah
memerlukan pendanaan yang merupakan sumber pendanaan daerah. Dapat kita
rasakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin terasa kontribusinya
yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara
hasil pembangunan yang telah di laksanakan, jadi dapat mendorong pemerintah
daerah untuk lebih berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli

Daerah dari tahun 2010 sampai 2013.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD di Kabupaten OKI
Tahun 2010-2013
Tahun Target PAD Realisasi PAD
2010 32.506.223.063 29.862.867.212
2011 43.890.922.353 47.387.144.367
2012 57.187.743.118 54.692.346.473
2013 75.172.656.251 68.643.024.166

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI 2014



Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah salah satu nya adalah
pajak reklame, pajak reklame merupakan salah satu sumber potensi dalam
meningkatkan pendapatan asli daecrah Kabupaten OKI. Berhubungan dengan hal
tersebut maka yang sering kali menjadi hambatan bagi daerah adalah
kemampuan keuangan daerah. Dimana wewenang daerah terhadap pembiayaan
pelaksanaan pemerintan masing-masing yang merupakan bentuk dari adanya
kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintahan untuk lebih kreatif serta
memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi yang dimiliki
sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak
Reklame. Dasar hukum pengenaan pajak reklame adalah undang-undang nomor

34 1ahun 2000 tentang pajak daerah dan distribusi daerah.

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah dalam penjelasan pasal | ayat (2) dinyatakan bahwa pajak reklame adalah
pajak atas reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media menurut
bentuk corak ragam untuk tujuan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk
menarik perhatian umum kepada suatau barang, jasa, atau orang yang
ditempatkan atau dilihat, dibaca,didengar dari suatu tempat umum kecuali yang
dilakukan pemerintah.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak
reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemesanan reklame

dan  wajib  pajak reklame adalah  orang pribadi  atau  badan yang



menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah sewa
reklame  dengan memperhatikan  lokasi penempatan, jangka waktu
penyelenggaraan dan ukuran media reklame. Perhitungan dasar pengenaan pajak
reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak reklame Kabupaten
OKI adalah sebesar 25%.

Peraturan daerah no 22 tahun 2010 tentang pajak reklame menyebutkan
bahwa setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dalam daerah
OKI dipungut pajak reklame melalui dinas pendapatan daerah. Sesuai tugas
pokok dan fungsinya, dinas pendapatan daerah ditetapkan sebagai unit kerja yang
melaksanakan akan proses penelitian administrasi dan peunelitian teknis dalam
rangka pemungutan pajak reklame, sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan
prosedur penetapan pemungutan pajak reklame.

Pemungutan pajak reklame Kabupaten OKI diatur dalam undang-undang
nomor 35 tahun 2004 tentang dasar pengenaan dan tarif pajak reklame
Kabupaten OKI. Melihat potensi yang ada, penerimaan daerah yang berupa pajak
terkait dengan sektor yang berkembang dan perlu lebih dimaksimalkan. Dimana
berdasarkan data yang ada dari tahun 2009-2013 ada beberapa pajak yang
mengalami penurunan.

Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan
penerimaannya adalah Pajak Reklame. Namun kenyataannya pajak tersebut
selama ini tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu

faktor yang dianggap mempengaruhi terhadap kondisi demikian adalah belum



optimalnya cara perhitungan antara potensi yang ada dengan keadaan dan kondisi
yang terdapat di kabupaten OKI, serta masih lemahnya pengawasan yang
dilakukan oleh aparatur petugas pajak di kabupaten OKI. Dengan melihat potensi
yang ada penerimaan daerah yang berupa pajak daerah yang terkait dengan
sektor yang perlu lebih dimaksimalkan.

Pada tabel 1.2 dapat dilihat besarnya target vang dinarapkan akan diterima
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten OKI dibandingkan dengan besamya realisasi
penerimaan pajak reklame yang terjadi serta proporsi target dari penerimaan

pajak reklame terhadap relisasi penerimaan pajak reklame.

Tabel 1.2
Target dan realisasi Pajak Reklame Kabupaten OKI
Tahliun 2010-2013
Tahun Target Realisasi Yo
2010 242.383.000 216.971.000 89.51
2011 290.000.000 274.047.950 94.49
2012 360.000.000 355.878.500 98.85
2013 394.799.750 362.011.100 91.69 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OK1 2014

Berdasarkan pada table 1.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2013
persentase realisasi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah mengalami
penurunan. Hal ini menggambarkan optimal dan tidak optimainya pencapaian
potensi pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten OKI.

Tolak ukur yang bisa dilihat dalam mengukur potensi suatu dacrah scbagai

dasar dalam pengenaan suatu pajak daerah, vyaitu sebagai berikut:
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Upaya Pajak

Upaya pajak yaitu mengukur kemampuan membayar pajak yang telah
ditetapkan secara objektif, dimana dimana ukuran ini berpijak pada anggaran
pemerintah daerah memiliki wewenang mengenakan pajak dan menetapkan
tarif pajak.

Hasil Guna

Hasil Guna yaitu mengukur sejauh mana hubungan vang bisa dilihat dari
pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak reklame dengan beranggapan
bahwa semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan menghitung
masing-masing.

Daya Guna

Daya Guna yaitu dengan mengukur bagian hasil pajak yang digunakan untuk
menutup biaya memungut pajak bersangkutan. Daya Guna juga akan lebih
besar bila biaya pungut ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak.

Dalam hubungannya dengan realisasi penerimaan pajak reklame yaitu

bagaimana realisasi penerimaan sesuai dengan target yang ditetapkan, didasaran

pada potensi pajak tersebut sebagai penerimaan daerah untuk membangun dan

mengembangkan daerah sehingga menjadi daerah yang maju.

Hal —hal yang menyebabkan tidak tercapainya penenimaan pajak reklame

dikarenakan banyaknya reklame yang tidak terdaftar di dinas pendapatan daerah

dan sedikitnya wajib pajak yang memasang atau menggunakan jasa reklame

sehiungga tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat



menimbulkan kerugian bagi dias pendapatan daerah dalam pemungutan pajak
reklame.

Dinas pendapatan daerah kabupaten OKI perlu melakukan upaya untuk
memperbaiki pemungutan pajak reklame sehingga pendapatan daerah meningkat.
Penerimaan pendapatan asli daerah yang tetap apabila realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah setelah dipotong biaya pemungutan hasilnya tetap
melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Untuk pemerintahan daerah perlu
menghitung secara cermat berapa besar yang dikeluarkan untuk merealisasikan
seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan
pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dilihat permasalahan yang ada dalam
pengelolaan pajak reklame di Kabupaten OKI, maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan mengambil judul:

“Analisis Potensi Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap
Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

OKI”.

. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka perumusan masalah dalam
usulan penelitian ini adalah : Berapa besar potensi pajak reklame dan berapa
besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan

daerah Kabupaten OKI.



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah : Untuk mengetahui potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap

penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OK].

D. Manfaat Penelitian

|8}

Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai
prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak daerah
pada dinas pendapatan daerali Kabupaten OKI.

Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan
dalam pengelolan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah Kabupaten
OKI, sehingga dapat mendorong perusahaan mencapai tujuan dimasa vang

akan datang.

. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi
terhadap pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan

bagi peneliti lain yang dengan masalah di atas.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Tabel 11.1

Penelitian Sebelumnya

Judul Penelitian Tahun | Hasil analisis Persamaan dan
o perbedaan
Analisis prosedur pajak | 2007 Hambatan yang | Persamaan:
reklame dan menyebabkan meneliti  pajak
kontribusinya terhadap tidak reklame. '
penerimaan pajak tercapainya Perbedaan: |
daerah pada dinas analisis terletak  pada
pendapatan daerah anggaraada objek
kabupaten banyuasin daerah kab | penelitian.
(Rini Octarina) banyuasin
adalah faktor
internal dan
| eksternal -
Analisis penerimaan | 2009 Peranan dari | Persamaan:
pajak reklame kota penerimaan meneliti  pajak
serang (Dini pajak reklame | reklame.
Nurmayasari) tiapa tahuonya | Perbedaan:
selalu terletak  pada
mengalami objek penelitian
peningkatan
Analisis peranan dan | 2012 Kontribusi Persamaan:
kontribusi pajak pajak reklame | meneliti pajak
reklame terhadap terhadap reklame.
peningkatan pendapatan pendapatan asli | Perbedaan:
asli daerah kota jambi daerah menurun | terletak  pada

(Lili Syafitri)

dari tahun 2007-
2011

objek penelitian

Sumber: Penulis 2014
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Penelitian sebelumnya dilakukan oleh:

I Rini Octarina (2007) dengan judul: Analisis Prosedur Pajak Reklame dan

Kontribusinya Terhadap Panerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuasin. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut

ada dua yaitu:

Bagaimana prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya
terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah
kabupaten banyuasin

Hambatan-hambatan dalam prosedur pemungutan pajak reklame dan
kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas
pendapatan daerah kabupaten banyuasin. tujuan penelitian tersebut
adalah untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame dan
kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas
pendapatan daerah kabupaten banyuasin. serta mengetahui
hambatan-hambatan dalam prosedur pemungutan pajak reklame
terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah

kabupaten banyuasin.

Data yang digunakan pada penelitian im adalah data primer dan teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalag wawancara

dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah



B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digurakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. (UU No. 28 tahun 2609 pasal 1 angka 1)

Pajak bersifat memaksa

Pajak berdasarkan Undang-Undang

Pajak tidak memberikan imbalan (kontra-prestasi) secara langsung

Pajak merupakan pemungutan yang dilakukan oleh Negara baik

Pemerintah pusat maupun Daerah (namun bukan dipungut oleh swasta)



5)

Pajak digunakan untuk pengeluaran Negara bagi kepentingan dan

kemakmuran rakyat atau masyarakat umum.

b. Fungsi Pajak

Harry (2010 : 8-10) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari:

Y

2)

Revenue (Penerimaan), Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan
istilah Fungsi Budgetair yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak
sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang
pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran Negara.

Redistribution (Pemerataan), yaitu fungsi yang lebih menekankan pada
unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Repricing (Pengaturan Harga), fungsi in1 saina dengan fungsi regulerent
(mengatur) atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik,
sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Representation (Legalitas Pemerintahan), fungsi in1 mengimplikasikan
bahwa pemerintah demokrasi dari pajak adalah suatau fungsi yang
merupakan salah satu penjelmaan atau wujud gotong royong termasuk

kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia

¢ Sistem perpajakan dan sistem pemungutan pajak

Ststem pemungutan pajak Harey (2010 0 12-13) yaknv

/1

Offictal Assessment Systeim
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Official Assessment System yakni system pemungutan pajak yang
member wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan
besamya pajak yang harus dibayar (pajak vang terutang) oleh seseorang.

2) Self Assessment System

Self Assessment System yakni suatu system pemungutan pajak
yang member wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang
pajak.

3) Witholding Tax System

Witholding Tax System suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besamya pajak terutang. System ini adalah suatu system
pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak
untuk memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besamya
utang pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 24, 25 dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

d. Tanf Pajak
Ada empat macam tarif pajak yaitu:
1) Tarf Sebanding/proporsional
Yaitu trif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa

pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak



maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan
secara proporsional atau sebanding

2) Tarif progresif/meningkat
Yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat dengan semakin
meningkatnya dasar pengenaan pajak.

3) Tarif Tetap
Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah
vang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

4) Tarif Degresif
Yaitu persentase tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang

dikenai pajak sernakin besar.

2. Potensi
a. Definisi potensi

Sunatto (2002:64) potensi adalah kemampuan melaksanakan
suatu pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa barang atau
jasa merupakan kebutuhan masyarakat.

Dikaitkan dengan Pendapatan Ash Daerah maka potensi adalah
suatu  kesanggupan  pemerintah dacrah  dalam  membiayai
penvelengparaan pemerintah. pelaksanaan pembangunan.dan kegiatan
kemasyarakatan  d+ daerah  dalam  pencapaian  tujuan  Negara

Kesanggupan vane dimaksud vaitu kemampuan sumber daya yang



Kesanggupan yang dimaksud yaitu kemampuan sumber daya yang
dimilki oleh daerah, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan
sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta dapat pula dirtikan
sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana
dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada.
Dimana potensi yang diharapkan dapat menghasilkan sesuatau yang
berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan
pembangunan dagrah.
Mengukur Potensi

Analisis pajak reklame ini, dimaksud untuk mengukur atau
menghitung besarnya Potensi Pajak Reklame, peraturan daerah
Kabupaten OKI nomor 14 tahun 2010, rumus yang digunakan adalah:

Potensi Pajak Reklame

Potensi pajak Reklame = Tarif sewa reklame X Letak Strategis X Tarif]
pajak reklame (25%) X (P X L ) X Lama pemasangan (Jumlah

hari/tahun)

Kabupaten OKI pada dasarnya cukup memberi kontribusi
terhadap realisasi penerimaan pajak reklame. Selain itu jika dilthat dari
keramaian Kabupaten OKI, maka seharusnya pajak reklame dapat

merupakan suatu Pajak yang memberi kontribusi yang besar bagi
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Kabupaten OKI. Namun kenyataan yang ada berbeda dari yang

seharusnya.

Karena belum dikelola secara optimal baik dar perhitungan
potensial yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan serta pengawasan
terhadap pemungutan pajak reklame itu sendiri maka pendapatan dan

penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada.

Perhitungan Potensi

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis
menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada setelah
dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan
didapatkan besarnya potensi terdepan sehingga akan dapat diperkirakan
rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang
terdepan tersbut untuk menentukan berapa besamya rencana

penerimaan yang akan datang.

Ketika didapatkan perhitungan mengenai potensi maka dapat pula
diketahui seberapa besar efektivita pengelolaan pajak reklame tersebut
karena efektifitas pengelolaan pajak reklame dihitung berdasarkan
perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame dengan

potensi pajak reklame yang ada.
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Angka efektifitas 11 menunjukan kemampuan memungut dan
mengukur apakah tujuan aktifitas pemungutan dapat dicapai. Dengan
demikian semakin besar efektivitas menunjukan semakimn efektif
aktivitas pemungutannya. Artinya semakin besar kemampuan
memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati

untuk dicapai.

3. Pajak Daerah
a. Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 2 (1)
jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota
terdiri dari:
1) Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak pungutan daerah atas pelayanan hotel.
Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan
dengan pembayaran hotei. Subjek pajak hotel adalah pribadi
atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
2) Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran
adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang
disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa

boga atau catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang



disediakan oleh restoran dengan pembayaran. dimana meliputi
penjualan makanan dan mmuman yang baik vang disertakan
dengan fasilitas tempat menyantap maupun tidak disertai dengan
fasilitas tempat penyantapan, kecuali jasa boga dan catering.
Subjek pajak restoran adalah orang atau badan vang melakukan
pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah
pengusaha restoran, kecuali dari objek pajak restoran adalah
pelayanan jasa dan boga catering. Dasar pengenaan pajak
restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada
restoran, diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya
cakupan luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Pajak Hiburan
Pajak  hiburan adalah pajak daerah atau pajak atas
penyelenggaraan hiburan, yang merupakan objek pajak hiburan
adalah semua vang menyelenggarakan hiburan. Diharapkan
pengusaha hiburan yang mempunyai adanya cakupan yang luas
dapat membayar pajak hiburan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.

4) Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Objek pajak reklame adalah semua yang menyelenggarakan



reklame meliputi: reklame suara, stiker. reklame selebaran.

reklame papan dan reklame film.

5) Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, dengan ketentuan bahwa wilayah derah tersebut tersedia
penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah.
Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga hstrik
diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan  yang
rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak
penerangan jalan adalah orang atau badan yang menggunakan
tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang atau
badan yang mernjadi pelanggan listrix dan pengguna lenaga
listrik.

0) Pajak Penggunaan Bahan Galian Golongan C
Pajak pengelolaan bahan galian golongan ¢ adalah pajak yang
dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c,
maksud eksploitasi adalah pengantian dan pengolahan bahan
galian golongan ¢ dari sumber alam, di dalam dan diluar
permukaan alam untuk dimanfaatkan. Objek pajak pengolahan
bahan galian golongan ¢ adalah asbes, pasir, kerikil, pasir

Kuarsa, tanah liat, tawas dan lain-lain. Wajib pajak pengolahan
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bahan galian golongan c¢ adalah orang atau badan yang

menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan c. dasar

pengenaan pajak pengolahan bahan galian golongan ¢ adalah

nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan c.

7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan

tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, abik

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, fermasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil yang

dipungut bayaran. Subjek pajak parkir adalah orang atau badan

yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Undang-undang nomor 34 tahun tahun 2000 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah dalam pasal 3 ayt (2)dan ayat (3) disebutkan
bahwa : besarnya tarif pajak daerah untuk jenis pajak propinsi ditetapkan
secara seragam diseluruh indonesia dan diatur dengan peraturan
pemerintah. Tarif pajak daerah atau jenis pajak kabupaten/kota
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selanjutnya pada penjelasan ayat (2) dan ayat (3) disebutkan

bahwa: penetapan tarif yang sama untuk jenis pajak propinsi
dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib

pajak, sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan tarif pajak yang



lebih rendah pada daerah tertentu. Dengan memperhatikan kondisi
masing-masing daerah kabupaten atau kota tarif pajak kabupaten/kota
dapat ditetapkan tidak seragam. Hal i antara lain dengan
mempertimbngkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak
tersebut tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk
melakukan kegiatan yan;__r, di kenakan pajak.
- Unsur-unsur Pajak Daerah
Unsur-unsur pajak daerah menurut undang-undang nomor 34

tahun 2000 yang dipaparkan oleh halim (2000:67) menjelaskan bahwa
pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak propinsi dan pajak
kebupaten atau kota.
1. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air

2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah atau

permukaan

b

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
1) Pajak hotel

2) Pajak hiburan

3) Pajak restoran

4) Pajak reklame
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5) Pajak penerangan jalan
6) Pajak pengolahan bahan bakan golongan ¢

7) Pajak parkir

(s

- Kontribusi Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan Kontribusinya.
Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah merupakan
hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah.
Mengukur kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak

daerah dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut :

Kontribusi= Realisasi Penem;::a; Pajak Reklame €100%

4. Pajak Reklame
a.Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame
Peraturan daerah nomor $ tahun 2004 tentang objek, subjek dan
wajib pajak reklame, disebutkan bahwa objek pajak reklame adalah
semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah pribadi
atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame
dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan vyang

menyelenggarakan reklame.



Marihot (2006:326) penyelenggaraan reklame yang ditetapkan
menjadi objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

1) Reklame papan yaitu reklame yang tersebut dari papan, kayu
termasuk seng, atau bhan lain yang sejenis dipasang atau
digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar,
tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disisnari.

2) Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet, atau
bahan yang sejenis dengan itu.

3) Reklame melekat (stiker) yaitu reklame yang berbentuk lembaran
lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang.
digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak
melebihi.

4) Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan, diletakkan
dipasang atau digunakan pada suatu benda lain.

5) Reklame berjalan vaitu reklame vyang ditempatkan atau
ditempatkan pada kendaraan vyang diselenggarakan dengan

menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
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6) Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara
dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang
sejenis.

7) Reklame suara yaitu reklame vang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata vang diucapkan atau dengan suatu suara
yang ditimbulkan dari perantara alat.

8) Reklame film atau shde vaitu reklame yang diselenggarakan
dengan menggunakan klise berupa kacamata film. maupun bahan-
bahan vyang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan
dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.

9) Reklame paragon yaitu reklame vang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang atau tanpa disertai suara.

Tarif Pajak reklame

Peraturan daeral nomor 22 tahun 2010 tentang pajak reklame
dinyatakan bahwa tanf pajak reklame sebesar 25%. Tanf pajak
tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah.

Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Prosedur pemungutan pajak daerah ditetapkan oleh peraturan
dacrah, pcraturan kcpala dacrah dan keputusan kepala daerah.

Menurut peraturan daerah nomor 10 tahun 2005 tentang prosedur

pemungutan pajak daerah, dalam pasal 75 dan 76 disebutkan bahwa

tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh kepala
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dacrah. Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat
diberikan biaya peungutan paling tinggi 5%.
d. Tata cara Pemungutan atau Pelaksanaan Pajak Reklame
I) Pelaksanaan pemungutan pajak reklame
Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan oleh petugas
pajak diperiksa oleh dinas pendapatan daerah untuk melakukan
rekapitulasi dari seluruh data yang diperoleh.
2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame
Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilaj
sewa reklame sebagaimana dihitung berdasarkan pemasangan,
lama pemasangan, nilai strategi, lokasi dan jenis reklame. Dalam
hal mi reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan
yang dimanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai
sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan,
pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis , lokasi dan jenis
reklame.
Beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah
dari sector pajak reklame yaitu:
1) Meningkatkan kualiatas pelayanan kepada wajib pajak sebagai
sumber iuran dana kas.

2) Menekankan terjadinya oenyelundupan oleh wajib pajak.
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3) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan
kewajiban perpajakan
Undang-undang nomor 34 tahun 2000 pajak daerah adalah
turan wajib yang dilakukan oich pribadi atau badan kepada daerah
tanpa 1imbalan langsung yang seimbang vyang dipaksakan
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan retiibusi
daerah dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa
- lata cara pengenaan pajak yaitu: cara pertama pajak dibayar oleh
pajak terlebih dahulu yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Cara kedua pajak dibayar
sendiri oleh pajak, pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan
kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan
sendirt pajak yang terutang dengan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD).
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Mudrajad (2009 : 12) jenis penelitian dikelompokan menjadi:

L.

[BS]

Penelitian Deskriptif
Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variable mandiri, baik sat variable atau lebih (independen) tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya.
Peneiitian Komparatif
Penelitian  Komparatif —adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat
membandingkan.
Penelitian Asosiatif
Penelitian  Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara dua variabel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengeiahui
hambatan-hambatan rendahnya persentase realisasi pajak reklame

terhadap penerimaan pajak daerah.



B. Tempat Penelitian
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Dalam penelitian ni yang menjadi unit penelitian adalah Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (PPKAD) Kabupaten OK]

yang beralamat di Jalan Letnan Dharma Jambil6] Kelurahan Sukadana

Kayuagung OKI Telp. 071131278

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu

variabel dengan cara memberikan arti atau mengekspesifikasikan bagaimana

variabel tersebut diukur. Operasional variable vang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 111.1
- Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Indikator
Potensi pajak | Jika dikaitkan dengan | a.Tarif sewa reklame
reklame Pendapatan ~ Ash  Daerah | b. Tarif pajak reklame

Kontribusi Pajak

Reklame  terhadap

maka poiensi adalah suatu
kesanggupan pemerintah
daerah  dalam  membiayai
penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan  pembangunan,
dan kegiatan kemasyarakatan
di daerah dalam pencapaian
tujuan Negara. Kesanggupan
yang dmmaksudkan vaitu
kemampuan sumber daya
yang dimiliki olch daerah.

Sumbangan yang diperoleh
dart  penerimaan  pajak

(25%)
c.Letak Strategis
d.(P XL)
e Lama Pemasangan

a.Realisasi pajak reklame
tahun anggaran 2010-




| penerimaan  pajak | daerah,  retribusi  untuk | 2013 - T
' daerah meningkatkan  pendapatan | b Pendapatan Ash ‘
j asli daerah | Daerah |

Sumber: Penulis 2014

D. Data Yang Diperlukan
Muddrajad  (2009:148-157) menyebutkan bahwa, sumber data
penelitian terdiri dari:
1. Data Primer
Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara).
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan sekundersebagai sumber data yang berhubungan dengan masalah yang
akan dianalisis dalam penelitian ini yang terdiri dari laporan realisasi

Penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) tahun 2009-2013.

E. Teknik Pengumpulan Data
Suharsimi (2010:256-274) teknik pengumpulan data dapat dilakukan

melalui lima metode sebagai berikut:
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E. Teknik Pengumpulan Data
Suharsimi (2010:256-274) teknik pengumpulan data dapat dilakukan
melalui lima metode sebagai berikut:
1. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
secara sistematis dngan prosedur terstandar.
2. Survei
Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan
instrument untuk meminta tanggapan responden tentang sampel.
3. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responden.
4. Kuisioner (Angket)
Kuisioner (Angket) vaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan
daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan
member respn terhadap daftar pertanyaan tersebut.
5. Dokumen
Dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atu variable yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian i
adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sccara

langsung kepada pihak yang berwenang yang dianggap dapat memberikan
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dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini berupa data-data, sejarah

singkat perusahaan, struktur dan pembagian tugas serta aktivitas perusahaan.

. Analisis dan Teknik Analisis
M.Igbal (2002:32) ada dua metode analisis yang digunakan untuk
menganalisis data yaitu:
1. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif yaitu metode analisis data dimana data-datanya

dinyatakan bukan dalam bentuk angka.

I~

Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu metode analisis data dimana data-datanya
dinyatakan dalam bentuk bilanagn angaka yang dapat diukur dengan
rumus.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif
yaitu dengan cara menganalisis data dan menjelaskan bagaimana potensi
pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang, serta menghitung kontribusi penerimaan pajak reklame pada

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan

pajak daerah dengan rumus :

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
PAD

x100%

Kontribusi =




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1.

Gambaran umum Dinas PPKAD OKI
Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten OKI, maka
dibentuklah Dinas PPKAD yang merupakan penggabungan Dinas
Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan, sebagai tindak lanjut dan pada
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten OKI yang merupakan
unsure peraturan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala
dinas yang berada dibawah dan bertanggunga jawab kepada kepala daerah
melalu sekretans daerah.
Adapun tujuan dari Dinas PPKAD adalah:
e Akseptabilitas, dapat diterima oleh seluruh jajaran
pengelolah pendapatan, keuangan dan asset daerah.
e Fleksibilitas, mudah disesuaitkan dengan tuntutan
perubahan
e Dapat diukur
¢ Pendorong kinerja
* Kesesuaian dengan visi dan misi

e Mudah dipahami



2

Fungsi dan Tugas Pokok Dinas PPKAD Kabupaten OK]I

Fungsi Dinas PPKAD vyaitu

a. Pengelolaan urusan umum. keuangan dan perencanaan.

b. Perumusan kebijakan dibidang Pendapatan, Pengelolaarn Keuangan
dan Asset Daerah.

¢. Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang
Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan asset Daerah.

e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pengaasan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oich Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas pokok meiaksanakan urusan pemerintah daerah
dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan

atas otonomi dan tugas pembantuan.

Visi dan Misi PPKAD
Adapun visi dari Dinas ini adalah menuju pelayan prima dalam
menggali pendapatan daerah, mengelola keuangan daecrah dan asset daerah

tahun 2014.
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Adapun misi dan Dinas in1 adalah:

e Tepat dalam pelunasan pajak dan retribusi daerah.
e Lfisisen dalam pengelolaan keuangan daerah.

e [fektif pemanfaatan asset daerah.

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas PPKAD

Untuk menjalan tugas yang dibebankan kepada Dinas PPKAD,

maka Dinas PPKAD Kabupaten OKI mempunyai struktur organisasi

sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010, yaitu:

a. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah

29

mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah

dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

IFungsi Kepala Dinas

a)

d)

Pengelolaan Urusan Perencanaan, Keuangan, Umum dan
kepegawaian.

Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis,
pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang Pendapatan
Daerah.

Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan pengelolaan
Keuangan Daerah APBD dan APBD perubahan.

Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis
pengelolaan, pengumpulan dalam penyusunan rencana

pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan asset daerah.



€)

£)

g)

Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
merencanakan, mempersiapkan, mengelolah, menelaah serta
menyusun kebijakan teknis dan program dibidang Pendapatan,
pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

Pengawasan vang meliputi segala usaha dan kegiatan guna
melaksanakan pengawasan teknis dan pelaksanaan tugas pokok
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala kegiatan
usaha untuk menyelenggarakan, menggali, menelitit  dan
mengembangkan serta menumbuhkan hubungan untuk
melaksanakan dan meningkatkan tugas dibidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan asset Negara.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

I)

(9%)
—

4)

Bagian sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan teknis administrasi

umum, perlengkapan dan peralatan, penataan arsip, kepegawaian

dan penatausahaan keuangan SKPD (DPPKAD).

Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan anggaran RKA

SKPD.

Mengkoordinir penyususnan DPA SKPD

Mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran kas SKPD.



6)

7)

8)

9)

Membuata rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk
pedoman pelaksanaan tugas.

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-
masing agar memahami tugasnya.

Memberi peturijuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas
agar pelaksanaanya dapat berjalan lancar.

Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan
bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui
laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.
Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan

produktivitas kerja dan pengembangan karir.

10) Mengatur pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai

permaslahan agar penyampaian ketempat tujuan tepat waktu.

11) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi

ketatausahaan sesuai  kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok

dapat terlaksana dengan lancer.

12) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan keuangan,

13)

kepegawaian, perlengkapan dan hokum sesuaidengan kebutuhan
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Mengkoordinir  penyusunan program kerja dinas SKPD
berdasarkan masukan dari satuan kinerja agar tercapal sasaran yang

telah ditentukan.



[4) Mengkoordinir pemberian pelavanan administrasi kepada seluruh
satuan unit kerja sesuai permasalahan nya agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar.

I5)Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui  pemantauan dan
monitoring sesuai program yang telah ditetapkan untuk mengetahui
hambatan dan kendala yang terjadi.

16)Memimpin membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada

atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Sekretaris Dinas terdiri dari 3 kepala sub bagian, yaitu:
1) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian yang mempunyai
tugas:
a) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja sub bag umum
dan kepegawaian.
b) Menyelenggarakan pelayan administrasi umum, kepegawaian ,
perlengkapan dan perpustakaan.
¢) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal
maupun eksternal (Badan Kepegawaian Daerah)
d) Menginventarisir pengadaan, mengelola dan memelihara serta
pengamanan alat-alat perlengkapan dan perpustakaan.
€) Mengatur pendistribusian surat masuk dan keluar sesuai

permasalahannya agar penyampaian ketujuan tepat waktu.



2)

f)
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h)

b

Mengkoordinasikan kegiatan pelavanan  administrasi
Ketatausahaan dan perjalan dinas sesuai kebutuhan agar
kegiatan dapat berjalan lancar.

Mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah tanggan dan
keprotokolan sesuai rencana kebutuhan masing-masing unit
untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan
bidang kepegawaian.

Menyiapkan dan mengoiah data yang berhubungan dengan
bidang kepegawaian.

Menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
Menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan
dan pengangkatan dalam jabatan.

Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

m) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningktan

n)

0)

produktifitas kerja dan pengembangan kanir.
Memben saran dan pendapat pada atasan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

Kepala Sub Bagian Keuangan

a)

Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran

belanja rutin dan kegiatan kantor.

b) Mengatur pelaksanaan dan penggunaan anggaran.



d)
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Menehti kelengkapan spp vang disimpulkan olech bendahara
pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.

Menelit kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-1.S gaj1 dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
di ajukan oleh bendahara pengeluaran.

Melakukan verivikasi.

Menyiapkan SPM.

Melakukan verivikasi harian atas penerimaan SKPD.
Melaksanakan akuntansi SKPD dan menylapkan laporan
keuangan SKPD.

Mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas
bendaharawan dan daftar gaji.

Menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi Pegawai
Negeri Sipil yang mengikuti pendidikn dan pelatihan.
Memberikan saran, masukan dan pertimbangan  kepada
sekretaris tentang langkah dan tindakan vang perlu dilakukan
dibidang tugasnya.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai

dengan tugasnya

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:



C.

a)

c)

f)
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Menyusun  program kegiatan pada Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah baik program Jangka
pendek, menengah dan pajang.

Menyiapkan rencana anggaran beserta perubahannya sesuai
dengan kebutuhan.

Mengusulkan  pimpinan  kegiatan dan  mengkoordinasi
pelaksanaan kegiatan.

Bersama sub bagian keuangan menyiapkan data dan laporan
realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja secara
berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
menangani perencanaan dan keuangan.

Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada
sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan
dibidang tugasnya.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai

dengan tugasnya.

Kepala Bidang Pendapatn Daerah
Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas yaitu:

a) Melakukan pendaftaran /pendataan, penetapan dan penagihan yang

berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah.

b) Melaksanukun kegiutan koordinasi dan pengelolaan pendapatan

daerah dari PAD, dana perimbangan dari pemerintah pusat dan
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€)

pemerintah provinsi yang mencakup bagi hasil pajak. bagi hasil
bukan pajak dan pendapatan lain-lain.

Membuat prakiraan / asumsi rencana penerimaan pendapatan
daerah dan mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah.
Meryusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
retribusi daerah.

Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber-sumber
pendaptan daerah.

Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi daerah dan pajak-pajak
lainnya.

Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah

dan Reinbusi Daerah.

Fungsi Kepala Bidang Pendapatan Daerah, yaitu:

a)

Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta
penetapan objek dan subjek pajak daerah dan penerimaan lainnya
sesual dengan kewenangannya.

Menyelenggarakan tugas penagihan pajak dan retribusi daerah
serta penerimaan lain sesuai dengan kewenangannya.
Menyelenggarakan tugas penyuluhan dan pembinaan terhadap
penerimaan pajak daerah dam penerimaan lainnya sesuain dengan

kewenangannya.



d) Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan informasi

pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya.

Kepala Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari 3 kepala seksi, yaitu:

1) Kepala seksi pendaftaran dan penetapan

Kepala seksi pendaftaran dan penetapan mempunyai tugas, yaitu:

a)

b)

g)
h)

Melaksanakan pendafiaran dan pendataan wajib pajak daerah.
Melakukan proses penetapan pajak dan retribusi daerah
berdasarkan ketentuan dan system serta prosedur yang beriaku.
Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan
objek pajak daerah.

Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)dan
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

Mererbitkan kartu data wajib pajak / retribusi daerah.
Melaksanakan penetapan secara jabatan pajak dan retribusi
daerah.

Melaporkan hasil ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
Menyelenggarakan  pengawalan terhadap  penyediaan
penggunaan benda berharga yang berkaitan dengan pajak dan
retribusi daerah.

Menerima dan melayani surat permohonan banding serta

mengumpulkan data dan mengelola data sumber penerimaan
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daerah lainnya sesuain dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

1) Melaksanakan tugas-tugas vang telah diserahkan atasan.

Kepala seksi Penagihan

Kepala seksi penagihan mempunyai tugas yaitu:

a) Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan
dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.

b) Melaksanakan kegiatan penagithan ke wajib pajak lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¢) Membuat laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan penagihan
pajak daerah.

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan.

Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya

Kepala seksi dana dan perimbangan dan pendapatan lainnya

mempunyai tugas yaitu:

a) Melakukan pemantauan peneriman pendapatan daerah berupa
pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.

b) Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan informasi
Dana Bagi Hasil serta Dana Perimbangan.

¢) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan.



d) Menyusun rencana pendapatan dari dana perimbangan

¢) Pengelolaan proses penerimaan dana dan perimbangan dan
pemenintah pusat dan pemerintah provinsi.

f) Melaksanakan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan
yang bersumber dari pendapatan lain-lain di luar pajak dan
bukan pajak.

g) Melakukan koordinasi ke dinas-dinas tentang penerimaan
pendaptan daerah.

h) Melakukan penerimaan dana bagi hasil dan dana perimbangan
disetian memberikan SKPD penerima

1) Melakukan rekonsiliasi realisasi dana perimbangan dengan
satuan kerja terkait.

1) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pleh atasan sesuai

dengan tugasnya.

d. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas yaitu:
a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan
penyusunan rencana dan program kerja di bidang sub bidang
belanja pegawai.
b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya vang
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berhubungan dengan penganggaran perbendaharaan dan belanja
pegawal.

¢) Menyusun rencana operasional kerja bidang anggaran berdasarkan
program dan sasaran dari masing-masing unit pengelola yang telah
ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan
APBD.

e) Penyiapan badan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan
APBD serta pengesahannya.

f) Penyiapan bahan pengesahan APBD.

g¢) Penyiapan rencana dan rancangan peraturan daerah pembentukan
dana  cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan
modal/investasi dan pemberian pinjaman daerah.

h) Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknin
pembinaan administrasi keuangan.

1) Membuat penyusunan perkiraan belanja keuangan daerah.

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdini dari 2 kepala
seksi, yaitu:
1) Kepala Seksi Anggaran
a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
pedoman dan petunjuk tcknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan penganggaran.



b)

d)

f)

k)
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Menyusun rencana kegiatan program kerj Sub Bidang
Anggaran berdsarkan ketentuan vang berlaku,

Menytapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis dalam penyusunan APBD.

Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
rencana perubahan APBD.

Mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan bidang
anggaran.

Memberikan petunjuk teknis perancangan bagi satuan Kerja
perangkat daerah (SKPD)

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
Menerima dan mengolah Rencana Kena dan Anggaran (RKA)
SKPD dilingkungan pemerintah dacrah.

Menerima dan mengolah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) dan
Dokumen Pelaksana Anggran Lanjutan (DPAL) SKPD
dilingkungan Pemerintah Daerah.

Menganalisis rencana anggaran belanja daerah.

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala

tentang perkembangan penyusunan APBD.
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2) Kepala Seksi Perbendaharaan

Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas yaitu:

a) Menyiapkan SPD (Surat Pencarian Dana), menyiapkan SP2D
(Surat Perintah Pencairan Dana).

b) Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar
(SPM), menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyusun serta
mengelola DPA-PPKD.

¢) Menguji kebenaran SPM dari stiap SKPD.

d) Menerima, menyiapkan dan membayar uang daerah sebagai
fungsi kas daerah.

e) Menyiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus Kkas
memantau pelaksana APBD.

f) Menunjukan Bank Operasional untuk melakukan penerimaan
dan pembayaran kas sebangai salah satu fungsi kas daerah.

g) Menyusun Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja tidak
langsung SKPD dalam kabupaten OKI.

h) Membuat SSBD (Surat Setoran Bukan Pajak) belanja pegawai
pada Belanja Tidak Langsung.

1) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas, yaitu:



a)

d)

€)

f)
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Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan
penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi.
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah.
Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun
akuntansi SKPD.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Melakukan verivikasi atas SP2D yang telah terbit apakah telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan pembukuan sampai dengan pelaporan keuangan
daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
Menghimpun dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah.
Penyusunan laporan keuangan.

Menyiapkan laporan keuangan daerah.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dan 3 kepala seksi

)

yaitu:

Kepala Seksi Verifikasi dan Pembukuan

Kepala Seksi Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas yaitu:
a) Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan

pertanggujawaban bendahara pengeluaran.
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b) Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan.

¢) Melaksanakan pembukuan akuntansi penerimaan  kas.
pengeluaran kas, asset dan selain kas pada SKPD berdasarkan
transaksi dan bukti yang sah.

d) Melakukan koordinasi dengan satuan kinerja terkait sesuai
dengan bidang tugasnya.

¢) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas yaitu:

a) Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang
berhubungan dengan akuntansi pemerintah daerah.

b) Menyiapkan rancangan Perda tentang kebijakan akuntansi
pemerintah Daerah.

¢) Menyiapkan bahan penyesuaian kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah
daerah maupun akuntansi SKPS.

d) Menghimpun dan mengolah dana serta informasi vang
berhubungan dengan laporan keuangan daerah.

e) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai

dengan bidang tugasnya.



) Melakukan serangkaian proses mulai dari pencatatan.
pengiktisaran  sampai  dengan pelaporan keuangan vang
berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.

g) Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan
laporan keuangan SKPD.

h) Memeriksa dan menghimpun laporan realisasi anggaran setiap
satuan kerja.

i) Melaksanakan penyusunan laporan arus kas secara periodik
kepada kepada kepala daerah.

]) Membuat laporan keuangan setiap semester (penyusunan
laporan semester ).

k) Menyiapkan laporan keuangan tahunan berkaitan dengan
pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan
APBD.

I} Menyiapkan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

m) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

f. Kepala Bidang Aset dan Investasi
Kepala Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas yaitu:
Membantu kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. menyusun

rencana pengembangan melalul perumusan tujuan. sasaran dan



kebijaksanaan vang berhubungan dengan investasi daerah serta

evaluasi atas pelaksanaannya, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan

dan pengelolaan barang milik daerah serta investasi daerah.

Fungsi kepala Bidang Aset dan Investasi yaitu:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

Menyusun program kerja Bidang asset dan Investasi.

Mengkaji dan menilai barang milik daerah.

Menyimpan dokumen dan memelihara barang melik daerah.
Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah.

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang
milik daerah.

Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan kerjasama dalam
melaksanakan investasi dalam dan luar negeri.

Melaksanakan pembinaan administrasi Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang terdiri dari perusahaan daerah, bank pembangunan
daerah, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

Mengevaluai dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang

Aset dan Investasi.

Kepala Bidang Aset dan Investasi terdiri dari 3 kepala seksi yaitu:

1)

Kepala Seksi Analisi Kebutuhan dan Investasi Daerah

Kepala Seksi Analisis Kebutuhan dan Investasi Daerah mempunyai
tugas yaitu:

a) Menyusun standarisasi barang, standarisasi harga barang dan

standarisasi kebutuhan barang daerah.
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b) Menghimpun dan menganalisis usulan dan rencana kebutuhan
barang SKPD dan rencana kebutuhan pemeliharaan SKPD.

¢) Menyusun rencana daftar kebutuhan barang dan rencana
pemeliharaan Barang Milik Negara.

d) Menyusun rencana pengembangan investasi daerah.

e) Melakukan proses dalam rangka pelaksanaan investasi daerah.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang sesual
dengan tugasnya.

Kepala Scksi Pengelolaan aset Daerah

Kepala Seksi Pengelolaan aset Daerah mempunyai tugas yaitu:

a) Memproses dan mengusulkan penunjukan pengurus
penyimpanan barang barang pada stiap SKPD.

b) Menganalisa dan melakukan proses administrasi usulan
penggunaan barang milik daerah.

¢) Menganalisa dan melakukan proses administrasi dan
penghapusan asset daerah.

d) Menganalisa dan melakukan proses perubahan status hokum
barang milik daerah.

e) Menyusun rencana pemanfaatan barang-barang milik daerah.

f) Menganalisa dan melakukan proses pemanfaatan barang milik
daerah.

g) Melakukan monitoring proses pengelolaan aset daerah.
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h) Melaksanakan tugas lain vang diberikan atasan sesuai dengan

tugasnya.

(V5]

Kepala Seksi Investarisasi dan Pengendalian aset Daerah

Kepala Seksi Investarisasi dan pengendalian  aset daerzh

mempunyai tugas yaitu:

a) Mendata, mencatat dan menyusun laporan investarisasi daerah.

b) Melakukan penatausahaan barang milik daerah.

¢) Menyiapkan laporan yang berkenaan dengan penatausahaan
dan penilaian barang daerah.

d) Melakukan administrasi penyimpanan barang pada stiap
SKPD.

¢) Melakukan pengamanan, pemeliharaan dan melengap
dokumen/bukti sah kepemilikan barang milik daerah.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

fugasnya.

g. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas yaitu:
a) Melakukan pendataan dan pengukuran objek Pajak Bumi dan
Bangunan.
b) Membuat prakiraan/asumsi rencana penerimaan PBB dan BPHTB.

¢) Melakukan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
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Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan

BPHTB

Fungsi Kepala Bidang PBB dan BPHTRB yaitu:

a)

c)

d)

Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi (PBB) Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Melaksanakan Pembina kepada masyarakat tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan subjek dan
objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Menyelenggarakan  tugas  penyuluhan  dan  pembinaan
terhadapwajib PBB.

Menerima laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan

penerimaan BPHTB.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 kepala seksi yaitu:

1)

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Kepala seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas yaitu:

a) Melaksanaka pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Bumi dan
Bangunan.

b) Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan
objek PBB.

¢) Melaksanakan dan menerima proses penyelenggaraan BPHTB.
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d)

Menerima laporan keberatan pengurangan dan penghapusan
dari wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan
Meneliti dan memproses laporan wajib pajak bumi bangunan
terhadap keberatan, pengurangan maupun penghapusan wajib
pajak atau objek PBB.

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugasnva.

Kepala Sekst Pengolahan Data dan Penetapan

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penetapan mempunyai tugas

yaitu:

a)

b)

C)

d)

Melaksanakan pengolahan data PBB dan BPHTRB

Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (N!OP) dan mengevaluasi
setiap 3 tahun sekali kecuali objek pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap setiap tahun sesuai dengan perkembangan
wilayah.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB
kepada Wajib Pajak.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugasnya.

Kepala Seksi Eksistensifikasi dan Pengawasan

Kepala Seksi Lksistensifikasi dan pengawasan mempunyai tugas

yaitu:



a) Menerima laporan keberatan, pengurangan dan
penghapusandari wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan
bangunan.

b) Meneliti laporan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap
pengurangan maupun penghapusan wajib pajak dan atau objek
PBB.

¢) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data wajib pajak
bumi dan bangunan.

d) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanakan PBB dan
BPHTB.

€) Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugasnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas permasalahan yang di ajukan pada bagian
pendahuluan yaitu bagaimana potensi pajak reklame dan kontribusinya
terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten
OKIL

Analisis  potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap
penerimaan pajak daerah kabupaten OKI dengan cara mengefektifkan dan
mengefesienkan potersi pemungutan pajak reklame dan kontribusinya
terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten

OKI.
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Sehubungan uraian terdahulu pada sub bab 1 peneliti akan mencoba

menganalisis potensi pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap

penerimaan pajak daerah Kabupaten OKI.

1.

Analisis Potensi Pajak Reklame di Kabupaten OKI

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa
fenomena yang ada dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten OKI
yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak dan penetapan pajak reklame
yang terutang. Berdasarkan hal tersebut, maka pada bagian ini peneliti
akan membahas mengenai potensi pajak reklame dan kontribusinya
terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah
Kabupaten OKIL

Potensi pajak reklame merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek pajak, pendaftaran wajib pajak, penetapan
pajak terutang dan pembayaran pajak reklame. Pelaksanaan pemungutan
pajak reklame Kabupaten OKI dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dalam
wilayah Kabupaten OKI akan dipungut pajak reklame oleh Bupati melalui
Dinas Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas pendapatan daerah
ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian
administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak

reklame
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a. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan oleh sub
Dinas Pendapatan Daerah dan Penetapan Kabupaten OKI1. Kegiatan
data dimulai dengan mendata lokasi pernasangan reklame. Setelah
melakukan pendataan selanjutnya sub Dinas Pendapatan dan
Penetapan melakukan pendaftaran dan menentukan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Untuk mendapatkan NPWPD wayjib
pajak mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten OKI. Apabila Wajib Pajak tidak
membayar atau kurang bayar akan dikenakan sanksi berupa 2% (dua
persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar
dan ditagih menggunakan SPTD.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame ada fungsi yang
berperan penting di dalamnya yakni Pengawasan. Pengawasan
merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting.
Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai
dengan perencanaan dan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku serta tidak adanya penyimpangan atau
penyalahgunaan dan kebocoran keuangan.

Tanpa pengawasan maka jalannya pengawasan suatu organisasi
tidak dapat dinilai apakah sesuai dengan rencana organisasi atau telah
mcnyimpang dari arah yang tclah ditetapkan. Untuk itu pengawasan

perlu untuk dilakukan setiap pelaksanaan suatu kegiatan.
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Dalam penelitian ini pelaksanaan pemungutan pajak reklame
adalah suatu kegiatan vang dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam
hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan
asset Daerah Kabupaten OKI, dalam hal ini memastikan dan jaminan
bakwa tujuan dan tugas-tugas pemungutan pajak reklame dapat
terselenggara dengan sesuai dengan ketentuan vyang berlaku atau
standar yang ditetapkan.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pajak  reklame adalah pajak yang dikenakan atas
penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan pajak reklanie adalah nilai
sewa. Nilai sewa reklame sebagaimana di hitung berdasarkan lama
pemasangan, nilai strategi, lokasi dan jenis reklame.

Upaya peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah yang ideal apabila realisasi
penerimaan daerah setelah dipotong biaya pemungutan hasilnya tetap
melebihi jumlah target yang ditetapkan. Untuk itu pemerintah daerah
perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan
untuk merealisasikan pemungutan pendataan tersebut efisisen atau
tidak. Hal itu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah
merealisasikan pendapatan sesuai dengan target vyang ditetapkan,
namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata realisasi

tidak mencapai target yang ditetapkan.
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Adapun upaya untuk peningkatan penerimaan pajak dacrah

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak

Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan
meningkatkan kualitas pelavanan yang baik kepada wajib pajak.
Kualitas pelayanan di setiap unit kerja menjadi salah satu vang
utama untuk di laksanakan, vang diimbangi dengan pengawasan
yang efektif dan di dukung oleh sumber daya manusia vang
professional. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelavanan
diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak
scbagal pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam
bidang perpajakan.

Menekan terjadinya penyelundupan oleh wajib pajak.

Hal yang bisa dilakukan untuk menekan terjadinya
penyelundupan oleh wajib pajak yaitu dengan terus melakukan
pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar.
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan
pajak tersebut.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam
merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat
kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin
meningkat begitu pula sebaliknya. Salah satu upaya dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberi
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pembinaan  vang bisa  dilakukan dengan  senantiasa
mengingatkan wajib pajak agar menvampaikan pajaknya dengan
benar dan tepat waktu serta member tindakan tegas dan
konsisten menerapkan sanksi atas keterlambatan wajib pajak.
2. Analisis Efektifitas Pajak Reklame
Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau juga
dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkatan output tertentu,
kebyakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas Juga berhubungan
dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga
suatu kegiatan dikatakan efekuf jika kegiatan tersebut mempunyai
pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat
merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektifitas digunakan untuk
mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau
potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah. Efektifitas adalah pencapaian
sasaran menurut perhitungan terbaik mengenai sasaran suasana dagang
dan kemungkinan dari pada laba.
Untuk menhitung efektifitas pajak reklame pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten OKI digunakan rumus:

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Realisas) = x100%

Target Penerimaan Pajak Reklame



Dengan kriteria Penilaian sebagai berikut:

Tabel VLI
Persentase Efektifitas

Persentase Efektifitas Kriteria
>100% Sangat Efekt:f i
90% - 99,99% Efektif
80% - 89,99% Cukup Efektif
i 60% -79% Kurang Efekiif
<59,99% Tidak Efektif

Sumber: Depdagri 2014

Dengan Pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa
efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar
rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah
100% dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio
dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan efektif. selama ini
belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran
efektifitasnya biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk
pernyataan saja.
a. Nilai Efektifitas Pajak Reklame

1. Efektifitas Pajak Reklame tahun 2010

216.971.000

=————x100%
242 .383.000

Efektifitas

=89.51%
Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa efektifitas

pajak reklame di kabupaten OKI cukup efektif sebesar 89.51%.
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Tahun Pajak Reklame tahun 2011

Rp. 274.047.950
Efektifitas = +100%
Rp. 290.000.000

=94.49%
Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilibat bahwa efektifitas
pajak reklame di kabupaten OKI efektif sebesar 94.49%
3. Efektifitas Pajak Reklame Tahun 2012

Rp. 355.878.500
E ifitas = x100°%
fektifitas = = 360.000.000 1 "

=98.85%
Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat efektifitas pajak
reklame di kabupaten OKI efektif sebesar 98.85%
4. Efektifitas Pajak Reklame Tahun 2013

Rp. 362.011.100
s = ¥100%
Blektifitas = ¢ 394.799.750 % 07

=91.69%
Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat efektifitas pajak
reklame di kabupaten OKI efektif sebesar 91.69%
Dilihat dari efektifitas pajak reklame selama empat tahun berturut-
turut dapat dikatakan bahwa potensi pajak reklame yang ditemukan
peneliti saat melakukan penelitian hamper mendekati efektif hanya saja

belum memenuhi target pajak reklame yang telah ditentukan.
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3. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Reklame adalah benda, alat atau media yang menurut corak dan
ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan suatu barang, jasa atau orang vang di tempatkan atau
dilihat, dibaca, didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan
oleh pemerintah.

Secara umum sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak
reklame adalah sistem self assessment. Dimana pada sistem self
assessment  wajib  pajak diberikan kewenangan dalam menghitung,
melaporkan pajak yang terutang, sedangkan official assessment dimana
kepala daerah menetapkan pajak terutang kepada wajib pajak.

a. Target Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Nilai kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak
daerah Kabupaten OKI dari tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah

sebagai berikut:

Tahun 2010
Kontribusi = Rp: 216571000 x100%
Rp.29.862.867.212
=0.7%
Tahun 2011
L .274.047.950
Kontribusi = Rp.274.047.95 x100%

Rp.47.387.144.367

=0.6%
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Tahun 2012

Rp. 355.878.500

Kontribusi = — x100%
Rp.54.692.346.473
=0.6%
Tahun 2013
362
Kontribusi = Bp: 362011, 100 x100%

Rp. 68.643.024.166

=0.5%

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa nilat kontribusi pajak
reklame yang berasal dari pajak daerah Kabupaten OKI dan tahun
2010-2013 cenderung berfluktuasi yakm tahun 2010 sebesar 0.6% dar
pendapatan asli daerah, tahun 2011 sebesar 0.6% dari pendapatan asli
daerah, tahun2012 sebesar 0,6% dari pendapatan asli daerah dan tahun

2013 sebesar 0.5% dari pendapatan ash daerah.

Gambaran Perhiiungan Potensi Pajak Reklame
a. DIATAS GEDUNG
1) Papan merk, panel, baliho.Neon box. Neon Sign, huruf
timbul, tin plat, branding, superdesk
Rp. 175.000 X 6,1 X 25% X (PXL) X lama
pemasangan

= Rp. 266.875
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2) Bilboard ukuran 32M ke atas
Rp. 400.000 X 6,1 X 25% X (PXL) X lama
pemasangan

= Rp. 610.000

b. DIATAS TANAH
I) Papan merk, tiang pancang, baliho, neon sign, neon box,
rombong, superdesk
Rp. 175.000 X 6,1 X 25% X (PXL) X lama
pemasangan
= Rp. 266.875
2) Billboard ukuran 22M ke atas
Rp. 500000 X 6,1 X 25% X (PXL) X lama
pemasangan
=Rp. 762.500
c. DIATAS AIR
1) Reklame Apung (Kendaraan Air)
Rp. 175.000 X 6,1 X 25% X (PXL) X lama
pemasangan
= Rp. 266.875
d. REKLAME KAIN
1) Cover Baliho, spanduk, umbul-umbul. layar took (Sun

Screen), gazebo, V Banner, T.Banner. dll
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Rp. 3000 X 6.1 X 25% X Jumlah X (lama
pemasangan) X (PXL) =Rp. 4.575
e. SELEBARAN
1) Selebaran Wama
Rp. 1.200 X 5,5 X 25% X Jumlah = Rp. 1.650
2) Selebaran Hitam Putih
Rp. 700 X 5,5 X 25% X jumlah = Rp. 963
3) Stiker / Poster
Rp. 1.250 X 5,5 X 25% X Jumlah = Rp. 1.719
4) Plag Chain
Rp. 1.500 X 5,5 X 25% X Jumlah = Rp. 2.063
f KENDARAAN BERJALAN
Mobil/ Motor/ Kendaraan air bergerak
Rp. 1000 X 365 X 55 X 25% X (PXL) X lama
pemasangan
=Rp 501.875

BALON UDARA

g

Rp. 3000X 5,5 X 25% X / hari X Jumlah = Rp. 4.125
h. REKLAME PERAGAAN
Rp. 2000 X 5,5 X 25% X / Minggu = Rp. 2.750

REKLAME VIDEOTRON

Rp. 600.000 X 6,1 X 25% X (PX1L.) X/ Bulan = Rp 915.000
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Melihat potensi yang ada maka tepat jika pajak reklame merupakan salah
satu pajak daerah yang perlu ditingkatkan pendapatannya mengingat Kabupaten
OKI terletak diwilayah yang strategis yakni diperlintasan antara sumatera dan
lampung, jawa. Pemasangan reklame tersebut juga dilakukan ditempat-tempat
yang ramai dan startegis sehingga dapat menarik perhatian orang-orang yang
melihat baik masyarakat setempat maupun orang-orang yang melintasi Kabupaten
OKI itu sendiri.

Karena belum dikelola secara optimal baik dari pelaksanaan pemungutan
maupun pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame itu sendiri maka
pendapatan dan penerimaan yang diperoleh masih belum mencapai target dan

belum sesuai dengan potensi yang ada.
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KESIMPULAN DAN SARAN

[Masil pembahasan terhadap permasalahan dalam  skripsi ini akan
diuratkan  kesimpulan mengenai  keadaan dan hasnl pembahasan terhadap
perumusan masalah yang telah dianalisis serta penelii akan memberikan saran
yang dianggap perlu sebagai usulan perbaikan atau masukan untuk k=pentingan
pemerintah Kabupaten OKI guna untuk menentukan kebijakan-kebijakan vang

dapat menngkatkan pencrimaan pajak daerah.

A. Resimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dan penelitian ini adalah sebagai berikut

I Melihat potensi penerimaan dan efektifitas pajak khususnya pajak reklame
dapat menunjukan bahwa untuk pajak rcklame di daerah Kabupaten OKI
memiliki potensi yang cukup tinggi Karen memiliki potensi penerimaan
yang cukup baik dan cfektifitasnya mendekati efektif Untuk itu perlu
usaha dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan
keberhasilan pajak reklame sehingga penerimaan. pertumbuhan dan
kontribusi baik terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah
dapat di tinglatkan lag

2 Kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap penerimaan pajak

daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI pada tahun 2010

70
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sebesar 0.7%, pada tahun 2011 sebesar 0.6 %, pada tahun 2012 sebesar

0.6%, pada tahun 2013 sebesar 0.5% .

3. Sistem pemungutan pajak reklameyang digunakan adalah sistem self
assessment adalah wajib pajak menghitung, mengisi dan menyetor sendiri
pajak terutang. Official assessment adalah wajib pajak ditetapkan langsung
oleh Dinas Pendapatan Daerah.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut maka diberikan saran-saran dalam rangka

meningkatkan target pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada

dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.

l.

t2

Hendaklah lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan oleh satuan
kerja perangkat daerah, dalam hal im tim penyelenggaraan perijinan
reklame terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame agar tidak
terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak
reklame. Pemberian saksi yang tegas tehadap pelanggaran pajak reklame
akan lebih meningkatkan kedislipinan terhadap wajib pajak reklame.

Melihat penerimaan pajak daerah maka pemerintah diharapkan dapat
mengelola pajak daerah dengan terus melakukan penawsan terhadap wajib
pajak dan melakukan penertiban wajib pajak yang belum terdaftar, karena
masih banyak wajib pajak reklame yang belum mendaftar dan juga

kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemasangan reklame.
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